
BUPATISEMARANG 

PERATURAN BUPATI SEMARANG. 

NOMOR. l/8 TAHUN 2011 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH OAN BANTUAN SOSIAL 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ SEMARANG, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan 
Menteii Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberlan Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Bupati perlu mengatur tata cara penganggaran, 
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban 
dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibab dan 
bantuan S<>sial di atur lebih lanjut dengan Peraturan 
Kepala Daerah; 

b. babwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan 
terhadap pengelolaan hibab dan ·bantuan sosial di 
Kabupaten Semarang agar tercipta tertib administrasi, 
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan 
bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran 
Penctapatan dan Belanja Daerab; 

c. babwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pemberian 
Hibah da;,. Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

· Pendapatan dan Belanja Daerah; 

1. Undang"Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas--batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan 
Daerah Swatantra Tingkat n Semarang (Lembar"!1 Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ; 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3298); 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan. Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400) ; 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhlr dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 
Undang-Undang Nomor 24 · Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 723); 
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosia! (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembarap 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukap Peraturap Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 ~ Nomor 82, 
T"Jllbahan Lembaran Neg,u-a Republik Indonesia 
Nomor 5234); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang. 
Perluasan Kotamarlya Daersh Tingkat II Semarang 
(Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Salat,iga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1992 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah · Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indoneaia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indoneaia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); · 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun. 2007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 41 ); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Stander ·. Akuntansi Pemerintaban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia NOIIJ.or 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor .23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5202); . 

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 
1:t/ntang l>erubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

23. Peraturan Menterl Da,lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelola.a.n Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalatn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tohun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuange.n Daera,h; 

24. Peraturan Menteri Dalatn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tenta;ng Pedoman Pemberian Hiba,h dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber Dari Angga.ran Pendapatan dan Belartja 
J;)aerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor450); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dal.am Peraturan Bupati ini, yang ditnal<,jud dengan; 
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

· Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya 
dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

. sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah 
Kabupaten Semarang. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya .disingkat DPRD 
arlalah lembaga perwakilan rak;yat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
t-ermasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut. 

7. Anggaran Pendapalarl dan Belanja Daerah yang sela,njutnya disingkat 
APBD adalah renca,na keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetuj1,li bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 
dltetapkan dengan Peraturan Daerah. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yljllg selanjutnya disingkat PPKD 
adalab kepal.a ~an kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaa.n APBD dan bertindak sebagai bendahara 
umum daerali. 

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangljll Daerah yang sela;njutnya dlsingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerinta,h Daerah yang 
melaksanakan pengel.olaan APBD. 

10. Satuan Kerja Pen,mgkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perljllgkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/barang. 

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalab 
tim yang dibentuk. dengan keputusan Kepal.a Daerah dan dipimpin oleh 
sekretaris daerah yang mempUn;yai tugas menYiaPkan.serta melaksanakan 
kebijakan kepala daerah dalam .re,,gl<a penyu,runan APBD yang 
anggotanya terdiri . dari pejabat . pereneana daerah, PPKD dan prjabat 
lainnya sesru,,i dengan kebutuhan. 

12. RenClilla Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjut,ny;,. disingkat RKA-PPKD 
adalah Reneana Kerja Dan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerab. 



. 13. Rencana K,;rja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya dlsingkat RKA-SKPD 
adalab dokumen pereneanaan dan penganggaran yang berlsi program, 
kegiatan de.ii a.nggamn SKPD. · 

14. Ook.u,men Pe!aksanaan Anggaran PPKD yang selaajutnya disingkat DPA­
PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapa:tan , 
Pengelolrum Keuangan Dan Aset Daerah selaku Bendabara Umum Daerah. 

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA­
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 
. SKPD yai,.g digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna 
Anggaran. 

16. Dokumen Pelaksanaan · Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya 
disingkat DPPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Perubahan 
Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
selalru Bendahara Umum Daerah. 

17 .. Dokumen Pelaksanrum Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
. · disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan 

dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh 
Pengguna Anggaran. 

18. · Hibab adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah 
kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, 
masyarakat · dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah 
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta 
tidal< secara terull menerus yang bertujuan untuk menunjang 
penydenggaraan urusan pemerintah daerab. 

· 19. l3antuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 
pemerintah daerab kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau 
masyarakat yang sifatn,Ya tidak secara terus menerus dan selektif yang 
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

20. Resiko sosial adalah. kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan 
potensi terjadinya · kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, 
keluarga, kelompok da/:1/ atau ma»yarakat sebagai dampak krisis sosial, 
krisis ekonom.i, krisis politik, fenomena aJam dan bencana alsm yang jika 
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak 
dapat hidup dalam kondisi wajar. 

21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya di»ingkat NPHD adalah 
Naskah Perjar,jian Hibab yang bersumber dari APBD antara Pemerintah 
Daerah dengan Penerima Hibab. 

22. Organisasi kemasyarakatan adalah organi»asi yang dibentuk oleh anggota 
masvarakat warga negara Republik Indonesia seca:ra sukarela atas dasar 
kesii:maan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta daJam pembangunan dalam 
rangk» mencapai tujuan nasional dalam wadah N~ Kesa.tuan Republik 

· IndQnesis yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non 
pemerintahan yang bersi.fat nasiorial dibentuk berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan. 

BAB II 

RUANO LINGKUP 

.Pasal 2 

Ruang lingkup Peratura.n Bupati ini mel,iputj pengangga,:an, pela,ksanaa;n dan 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban aerta mo;1itoring dan 
evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. 
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Pasal3 

(1) Hibah sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang · 
ataujasa. · . 

(2) IDlntuan sosial sebagaimana dunaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang 
atau barang. 

BAB Ill 

HIBAH 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 4 

. (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan 
keuangan daerah. 

(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimak,;ud pada ayat ( l) dilakukan setelah 
memprioritaskan pemenuhan belapja urusan wajib. 

(3) Pemberian llibah sebagrumana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah 
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan 
manfaat untuk masyarakat. 

(4) Pemberian hibah sebsgaimana dunaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria 
paling sedikit: 
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 
b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terns menerus setiap tahun 

anggaran, kecuali ditentukan lain oleh Ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan; dan 

c. memenuhi persyaratan Penerima Hibah. 

· Hi bah dapat .diberikan kepada: 
a. Pemerintah;' 
b; Pemerintah Daerah lainnya; 
c. Perusahaan Daerah; 
d .. Masyarakat; dan/ atau 
e. Organisasi Kemasyarakatan. 

P.asal 5 

Pasal 6 

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud da1am Pasal 5 huruf a 
diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non 
kementerian yang wilayah kerjanya bereda dal<'\m wilayah Kabupatert 
Semarang. 

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lai,nnya sebagajmana dimaksud dalam 
• Pasa1 5 huruf b diberikan kepada daerah · otonom baru hasil pemekaran 
daerah sebagaimaria diamanatkan dalam Ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 
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(3) · Hlbah kepada Perusa,haan DaeraJ:i sebagaimana dimakRud dalam Pasal 5 
huruf c diberikan keprula Badan UsaJ:ia Milik Daerah dalam rangka 
penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah darl Pemerintah. 
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d 
di.berikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam 
bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keag,unaan, kesenian, adat 
istiadat, dan keolahragaan non-profesional. 

(5) Hitxili kepada Organisasi Kemasya;rakatan sebagaimana dimaksud dalam 
PasaI'-5 ··~ e • diberikan kepada Organiilasi Kemasyarakatan yang 
dibentuk berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang.undangan. 

Pasal 7 

(1) HibaJ:i kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 a;yat (4) 
, diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 
lL memiliki kepengun,san yang jelas; dan 
b. berkedudukan dalan, wilayah administrasi di wilayah Kabupaten 

Sema:rang. 

(2) Hibah kepada Organiaasi Kemasyarakatan sebagaimana dimak"ud dalam 
Pasal 6 ayat (5) · diberikan dengan persya;ratan paling sedikit: 
lL telah terdaftar secara resmi pada pemerintah Kabupaten Semarang 

paling sedikit 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan Jain dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; 

b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Sei:narang; dan 
c. memiliki Sekretariat tetap. 

Bagian Kedua: 
. Penganggaran 

Pasal 8 

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat 
clan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah 
secara tertulis kepada Bupati. 

(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi/ evaluasi 
usulan sebagaimana dlmaksud pada a;yat (1). 

(3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana diro;,ksud pada ayat (2) masing 
masing SKPD wajib menyusun Per1;1.turan Bupati. 

(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayt;tt (3) paling sedikit 
haru,i memu1;1.t tentang: 
a. latar belakang; 
b. maksud dan tujuan; 
c. sasaran; 
d. kriteria bantuan: 

1. kelompok bela.nja (langsung atau tidal< langsung) dan jenis belanja 
bantuan (ua:ng/ba:rang/jasa); 

2. bentuk bantut;tn (uang/ba:rang/jasa); 
s. penerima clan besaran bantuan; 

e. penggunaan bantuan; 



C 

0 

.g. 

f. kriteria penerima bantuan; 
g. mekanisme pemberian bantuan: 

1. tata cara pengajua,'i bantuan; 
2. tata cara penyeleksian penerima bantuan; 
3. tata cara penetapan penerima bantuan; 
4. tata cara penyaluran bantuan; 
5. mekanisme pertanggungjawaban; 

h. pengawaaan dan aanksi; dan 
i. penurup. 

(5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menya,npaikan 
basil evaluasi beru.pa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. 

(6) Hasil evaluasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (5) wajib disampalkan 
kepada TAPD paling lambat minggu pertama bulan Mei sebelum Tahun 
Anggaran berkenaan (n-1). 

(7) TAPD memberikan pertimbanga.n atas rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 
keuangan daerah dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah (RKPD). . 

Pasa]9 

( 1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbanga.n TAPD sebagaitnana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman 
alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. 

(2) Pencantuman Ak>kasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/ataujasa.; 

Pasal 10 

(1) Berdasarkan usulan Kepala SKPD, Hibah berupa uang se!a.ajut:n;ya 
dicantnmkan dalam RKA-PPKD. 

(2) Hibah berupa barang dan/ataujaM dicantumka" dalam RKA.-SKPD. 

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebageimana dimaksud pada ayat Ill dan ayat 
(2) menjadi dasar penganggaran .hibah dalam APBD sesuai dengan 
Ketenruan Peraturan Perundang-undanga.n. 

Pasal 11 

(1) Hibah ber>j.pa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, 
jenis belanja hibah, obyek, dan rlncian obyek belanja berkenaan pada 
PPKD. 

(2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dajam kelompok belanja 
1'!.ngsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang 
diureikan kedala:tn jenis belaaja barang dan/atau jasa, obyek bela.aja 
hibah barang dan/ atau jase. yang kepemilikannya akan diserahke.n 
kepe.da pihak ketiga/ maeyarakat, dan rincian obyek belanja disesuaikan 
dengan ba;ra.ng dan/ a.tau jasa yang akan dihibahkan-
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(3) Pengangganm belanja sebagaima.na dimaksud pada aya.t (2) berpedoman 
pada Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Perencanaan dan 

· Penganggaran yang berlaku pada tahun perencaoaan. 

(4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dicantumkan nama penerima dan besa.ran hibah. 

BagianKetiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaao 

Pasal 12 

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD 
dan/atau DPPA-PPKD. 

(2) Pelaksanaan angganm hibah berupa barang dan/ atau jasa berdasarkan 
atas DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD. 

Pasal 13 

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani 
bersama oleh Bupati dan Penerima Hibah. 

(2). NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 
ketentuan mengenai: 
a. pemberi .dan Penerima Hibah; 
b. tujuan pemberian hihah; 
c. besaran/ rincian penggunaan hi bah yang akan diterima; 
·d. hat< dan kewajiban; 
e. tata cara penyaluran/penyerahan bibah; dan 
f. tata cara pelaporan hibah. 

(3) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk 
menandatangani NPHD. 

Pasal 14 

( l) Bupati menetapkan daftar Penerima Hi bah beserta besaran uang atau 
jenis barang dan/ atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputu.san 
Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 
Bupati ten tang .Penjabaran APBD. 

(2) Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) menjadi 
dasar penyaluran/penyerahan hibah. 

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima 
Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. 

(41 Pencairan hibah dalam bentuk uang dengan besaran lebih dari 
Rp. 3.000.000,· (tiga juta rupiah) dilakukan denga.n m,ekanu,me 
pembay,u-an langsung (LS), ke rekening Penerima Hibah. 

(5) Setiap SKPD yang m,enyalurkan hibah wajib memberik:an tembusart 
. kepada Camat dan Lurah atau Kepala Desa pada lokasi Penerima Hibah. / 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
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Pasal 15 

l'engadaan bamng d11n/ a.tau ja.sa. dalam rangka hibah sehagaimarta dimaksud 
dala.m Pasa.l 3 ayat (1) berpedoman pada Ketentuan Pera.turan Perundang­
undangan. 

Bagian Keempat 
· Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 16 

(1) Penerima. Hibah berupa uang menyampaikan lapomn penggUnaan ln"bah 
kepada Bupati melalui PPKD setelah diverifikasi SKPD terkait. 

(2) Penerima ;J:ibah berupa barang dap./ atau jasa menyampaikan laporan 
penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait. 

Pasa! 17 

( l) Hi bah berupa uang dicatat sebagai rea!isasi jenis belanja hibah pad a 
PPKD da!am tahun anggaran berkenaan. · 

(2) Hibah berupa bamng dan/ atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek 
belanja · hibah pada jenis belanja barang dan jasa daJam program dan 

. kegiatan pada SKPD terkait. 

Pasal 18 

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi: 
a. usulan darl ca!on Penerima Hibah kepada Bupali; 

· b. Keputusan Bupati tentang penetapan dafter Penerima Hibah dan besaran 
blltltuan yang dihibahkan; 

c. NPHD; 
. d. Pakta Integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang 

diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan 
e. bukti transfer/ tanda terima atas pemberian hibah berupa uang atau bukti 

serah terima barang dan/ atau jasa atas pemberian h.ibah berupa barang 
dan/ atau jasa. 

Pasal 19 

(1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas 
penggunaan hibah yang diterimanya. 

. (2) Pertanggungjawaban Penerima Hibah melipuli: 
a. laporan penggunru,n hibah; 
b. · surat pemyataan tanggungjawab yang menyaU;lkan bahwa hibah yang 

· diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan 
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan 

Ketentu.an Pera.tu.ran Penm.dang-undangnn bagi Peneritna Hibah 
berupa uang atau $8.linan bukti serah terima bamng dan/atau jasa 
bagi Penerima Hibah berupa barang dan/ataujasa. 
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(3) Pertanggungjawaban · sebagajmana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 
huruf b disampaikan kepada Bupati pailng lambat tanggal 10 (sepuluh) 
bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali dltentukan lain oleh 
l{etentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimak$ud pada ayat (2) huruf c 
dishnpan dan dipergunakan oleh Penerima Hibah <1elaku Obyek 
Pemeriksaan. 

Pasal 2.0 

· (1) Realisasi hlbah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerlntah Daerah 
dalam tahun anggaren berkenaan. 

(2) .Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Hibah 
sampai dengan li!khir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai 
persediaan dalam neraca. 

Pasa.121 

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai 
standar akuntansi pemerintahan pada laporan . realisasi anggaran dan 
diungkapkan pada Catatan Atas Lap()ran Keuangan dalam penyusunan 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tldak tepisahkan darl Peraturan Bupati ini. 

BABIV 

BANTUAN SOSIAL 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pa$al. 22 

( l} Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada 
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. 

(2) Pemberian bantuan sosial i,ebagaimana dimaksud pada ayat (l l dilakukan 
setelah memprloritaskan pemenuhan belanja urusan we.jib dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk 
masyarakat. 

Pa$al. 23 

Anggota/kelompok masyarakat sebaga.imana dimaksud dalam Pa$al. 22 ayat (1) 
meliputl: 
.a. indlvidu, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang 

tidak stabil sebagai ak;ibat dari krlsis sosial, ekonoml, politlk, bencana, 
atau fenomena alam agar dapat inemenuhi kebutuhan hidup minimum; 

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang 
lain yang berperan untuk melindungi individu, k:elompok dan/ atau 
maayarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 
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Pasal 24 

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayitt (1) 
memenuhi kriteria paling sedikit : 
·a. selektif; 
b. memenuhl persyarata,n penerima bantuan; 
c. bersifat sementara dan tidal< terus menerus, kecuali dalam keadaan 

tertentu dapat berkelanjutan; 
d. sesuai tujuan penggunaan. 

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan 
bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada Calon Penerima yang 
ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. 

Kriteria Persyaratan Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hurufb meliputi: · 
a. memiliki identitas yang jelas; dan 
b. berdomisili dalam wilayah administratif Kabupaten Semarang. 

p 
I_, (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

C 

maka dalam rangka membantu penyandang masalah sosial/ 
kesejahteraan sosial, Pemerintah Kabupaten Semarang dapat 
menganggarkan bantuan sosial untuk orang terlantar kehabisan bekal. 

(5) Kriteria bersifat sementara dan tidal< terus menerus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan 
sosial tidal< wajib dan tidal< harus diberikan setiap Tahun Anggaran. 

(6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun 
anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 

(7) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi : 

(1) 

(2) 

a. rehabilitasi sosial; 
b. perlindungan sosial; 
c. pemberdayaan sosial; 
d. jari1inan sosial; 
e. penanggulangan kemiskinan; dan 
f. · penanggulangan bencana. 

Pasal 25 

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf a 
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan 
seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan 
fungsi sosialnya secara wajar. · 

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf 
b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan 
kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok ma.syarakat agar 
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesua,i dengan kebutuhan dasar 
minimal. 
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(3). Pemberdayaan sosial sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) 
huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang · atau kelompok 
masyarakat yang merigalami masalah sosial . mempunyai daya, sehingga 
man:ipu memenuhi kebutuhan dasarnya, · . 

(4) J~ sosial sebagalmana dimal<sud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf d 
merupakan skema yang melemhaga untuk menjamin penerima bantuan 
agar dapat metnenuhi lrebutuhan dasa,r hidupn;ya yi,ng layak. . 

(5) Penaoggulangan kemiskinao sebagairru,na dimaksud dalam .Pasal 24 ayat 
. (7) huruf e merupakan kebijakan, program,· dan kegiatan yang dilakuka.n 
terhadap -Orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai 
atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat rnemenuhi . 
kebutuhan yang la.yak bagi kemanusiaan. · 

(6) Penanggulangan bencana sebagaitnana dirnaksud dalam Pasal 24 ayat (7) 
huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. 

Pasal26 

(l) Bantuan Sosia.l dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung 
. oleh Penerima Bantuan Sosial. 

· (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada a;yat (1) adalah 
uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa 
bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan/ petani miskin, 
masyarakat lanjut usia, terlantat, cacat berat dan tunjangan kesehatan 
putra putri pahlawan yang tidak mampu. 

(3) Bantuan sosia.l berupa bara,r,g sebagairru,na dimaksud pada ayat ( l) 
adalah bara,r,g yang diberikan secam langsung kepada penerima seperti 
bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan 

· masyarakat tidak rnampu, bantuan per!ihu untuk nelayan miskin, 
bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, temak bagi 
kelompok masya.rakat kurang mampu. 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

Pasal27 

(1) Perorangan/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada 
Bupati. . 

(2) Bupati menuajuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis 
sebagaitnana dimak&ud pada ayat ( 1). 

(3) Dalam mela,kukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing 
mil.Sing SKPD wajib menyusun Peraturan Bupati. · 

(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimakeud pada ayat (3) paling sedikit 
ha.rus memuat tentang: 
a. latar belakang; 
b. · maksud dan tujuan; 
c. sasaran; 
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d. kriteria bantuan: 
L kelompok bels.nja (langsung atau tidal< langsung) dan jenis belanja 

bantuan (uang/barang/jasa); 
2. bentuk bantuan (uang/barang/jasa); 
3. penerima dan besaran bantuan; 

e. penggunaan bantuan; 
f. kriteria penerima bantuan; 
g. mekanisme pemberian bantuan: 

1. tat.a caia pengajuan bantuan; 
2. tat.a cam penyeleksian penerima bantuan; 

. 3. tat.a cam penetapan penerima bantuan; 
4. tata cam penyaluran bantuan; 
5. mekanisme pertanggungjawaban; 

h. pengawasan dan sanksi; dan 
i. penutup. 

(5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan 
basil evaluasi. berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. 

C) (6) Hasil evaluasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (5) wajib di~paikan 
kepada TAPD paling lambat mlnggu pertama bu1an Mei sebelum Tahun 
Anggaran berkenaan (n-1). 

(7) TAPD memberikan pertimbangan at.as rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 
Keuangan Daerah dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemhangunan 
Daerah (RKPD). 

Pasal28 

(1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana 
climaksud dalam Pasal 27 !lyat (5) dan eyat (7) menjadi dasar 
pencantuman Alokasi Anggaran Bantuan Sosial daJam rancangan KUA 
dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Peml;angunan Daerah (RKPD). 

(2) Pencantuman Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi Anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang. 

Pasal 29 

(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD berdasarkan 
usulan Kepala SKPD. 

(21 Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD. 

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai 
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasol 30 

(1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 29 ayat 
(l) dianggarkan da)am kelompok belanja tidak lan!l'lung, jenis belanja 
Bantu an soaial, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD. 



· (2) BQntuan sosial berupa barang sebagalmana.dimaksud dalam Pasal 29 
ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang 
diformu!asikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam 
jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja batuan sosial yang 
kepemiHkannya akan dlserahkan lrepada pihak ketiga/ masyara:kat, dan 
rineian obyek. be!anja bantuan sosial disesuaikan dengan bsrang yang 
a:kan diberikan. 

(3) Penganggaran be!anja sebagaimana dimaksud pada ayat {2) berpedoman 
pada Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Perencanaan dan 
Penganggaran yang berlaku pada tahun berkenaan. 

(4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) 
dicantumkan nama Penerima dan besaran Bantuan sosial. 

Pasal 31 

(1) Dalam rangkll. memberikan jaminan perlindungan sosial kepada anggota 
masyarakat Kabupaten Semarang, ma:ka dapat dianggarkan bantuan 
sosial untuk Jaminan Kesebatan Dacrah dan Santunan Kematian. 

. (2) Da1am rangks, membantu penyandang masa1ah sosial/ kestjahteraan 
sosial, Pemerintah Kabupaten Semarang dapat menganggarkan bantuan 
sosial untuk orang terlantar kehabisan bekal dijalan. 

(3) Rencana penganggaran bantuan sosial untuk Jaminan Kesebatan Daerah 
didasarkan pada realisasi a,:,.ggaren tahun seb<:lumnya serta 
mempertimba,:,.gks,n kemampuan Keuangan Daerah. 

(4) Rencana penganggaran bantuan sosial untuk santunan kematian 
didasarkan pada reslisasi anggaran tahun sebelumnya dan dengan 
mempertinlbangks,n kemampuan Keuangan Daerah. 

(5) Karena sifatnya · tidak terduga ma,ka Penganggaran bantuan sosia1 
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diUl ayat (2) serta Pasal 24 ayat (4), 
tidak di~ pencantuman nama penerima biUltuan so$la). 

Bagi.an Ketiga 
Pelakl!anaan dan Penatausabaan 

Pasal 32 

( 1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas 
DPA-PPJQ) dan/atau DPPA-PPKD. 

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas 
DPA-SKPD"dan/ata.u DPPA-SKPD. 

Pasal33 

(1) Bup1;tti menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan 
Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentl\Ulg IIPl;lD diUl 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 
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(2) Penyaluran/ penyerahan bantuan sosiltl didasarkan pada daftar penerima, 
jenis bantuan dan besaran · bantuan sosial yang tercantum dalam 

· Keputusan Bupati sebagairnana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pencruran bantuan sosial da!Am bentuk uang dengan besaran lebih dari 
Rp. · 3.000.000,- (tiga juta rupiah) · dilakukan dengan mekanisme 
pembayaran langsung (LS), ke rekening Penerima bantuan sosial. 

(4) Penyaluran drum bantuan sosial kepada penerima bantua.n sosial 
sebagaimana. dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi 
bermaterai cukup, buktl penerimaan ua.ng bantuan sosial. 

(5) Pencairan bantuan sosial untuk Ja.minan Kesehatan Daerah dilakukan 
atas dasar basil verlfikasi yang dilakukan oleh Tim Verillkator Jaminan 
Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan. · 

(6) · Pencairan Bantuan Sosial untuk orang kehabisan bekal dilengkapi 
dengan surat keterangan dari !repolisian. 

, ,,-, v (7) Pencairan Bantuan Sosial untuk santunan kematian dilengkapi dengan 
surat keterangan dari pejabat ditingkat Kelurahan/ Desa dan di sahkan 
oleh Cama.t. 

Pasal 34 

Pengadaan ha.rang dan/atau jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana 
dimaksud dala.m Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada Ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Bagi.an Keempat 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 35 

( l) Penerlma bantuan sosial berupa ua.ng menyampaikan laporan 
penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD setelah 
diverifikasi SKPD terkait. 

(2) Penerima bantuan sosial berupa ha.rang -menyampaikan laporan 
penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepa1a SKPD terkait. 

Pasal 36 

(1) Baotuan sosial berupa uaog dicatat sebagai realisasi jenis belanja . 
bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. 

(2) Baotuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja 
bantuao sosial pada jenis belanja ha.rang dao jasa dalam program dan 

· kegiatan pada SKPD terkait. 
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Pasal 37 

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan scsial 
meliputi: 
a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupatl; 
b. Keputusan Bupati tent:ang penetapan daftar penerima dan besaran 

bantuan scsial; 
c. Pakta lntegritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa 

bantuan scsial yang diterima akan dlgunakan sesuai dengan usulan; dan 
d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa 

uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial 
berupa barang. 

Pasal 38 

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material 
atas penggunaan bantuan scsial yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi: 
a. laporan penggunaan bantuan scsial; 
b. surat pemyataan pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa 

bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; 
dan 

c. bukti-buktl pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Pe.rundang-undangan bagi penerima bantuan 
sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi 
penerima bantuan sosial berupa barang. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dima)<Sud pada ayat (2) huruf a dan 
huruf b disampaikan kepada Bupatl paling Iambat tanggal 10 (sepuluh) 
bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh 
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
disimpan dan dipergunakan oleh Penerima bantuan scsial selaku obyek 
pemeriksaan. 

Pasal 39 

(!) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah dljJant Tahun Anggaran berkenaan. 

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima 
bantuan sosial sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan 
dilaporkan sebagai peniediaari dalam neraca. 

Pasal 40 . 

( 1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai sU)ndar 
akuntansi pemerintahan ~ laporan . _realisasi anggaran dan 
diungkapkan pada catatan atas Iaporan keuan~a,n dalam penyusunan 
Laporan Keuangan Pemerintah l)aerah. 

(2) Format konverai dan pengurigkapan bantuan · sosial berupa barang 
sebagaimana dimaksud ayat !l) tercantum dalam lampiran yang 
merupa)<an bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BABV 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 41 

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasl atas pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial. 

{2) HasU monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaik:an kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepaia SKPD yang 
mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. 

Pasal 42 

(1) Dalam ha) hasil monitoring dan evaluasl sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosiaJ yang 
tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Penerima Hibah atau 
bantuan soslal yang bersangkutan dikenakan sanksi sesual dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.' 

{2) Dalam hal melakukan verifikasi/ evaluasi sebagaimana diroaksud dalam 
Pasal 8 ayat (2) dan Pasa) 27 ayat (2) terdapat kesalahan dalam penetapan 
sasaran atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlalru, roaka Kepala 
SKPD yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan Perundang-undangan 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 43 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati lni dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal JJ , IP, .Ile,'/ 
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. LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR f8'TAHUN · .?tilt 
TENTANG 
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN 
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER 
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH 

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG 
DAN/ ATAU JASA.SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG 

I. FORMAT LAPORAN Rl:AUSASI ANGGARAN SKPO: 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 
SKPD ••••••••••n•""' 

LAPORAN REAUSASI ANGGARAN 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .... 

(Daiam Rupiah) . 
Nomor Anggaran 

Lebih 
IJrut Oraian Setei,oh Reailsasi 

(Kurant) Perubahan 
1 Pendapatan 
1.1 Pendapatan Asll Paerah 
1.:1..:1. Pendapatan pajak daerah 
1.1.2 Pendapatan retribusi daerah 
1.1.3 Pendapatan hasii 1)$11gGlolaan 

Kekayaan daarah yang 
Dlplsahkan 

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asil 
Daerah yang Sah 

Jumlah 
2 BelanJa 
2.:1. Belanja Tidak Langsung 
2.1.:1. Belanja Pegawal 
2.2 Belallla Langsung 
2.2.:1. Balanja Pegawai 
2.2.2 Belanja Rarang dan Jasa 

'. Hibah barang/Jasa yang 
dlserah~n kepada pihak 
ketlga/masyarakat 

- Bantuan soslal barang yang 
diserahkan kepada pihak · 
ketlga/masyarakat 

• Barang/jasa selaln hlbah den 
bantuan soslal 

2.2.~ Belanja Moda, 
Jumlah 

Surplµ,s / (Deflsit) 

-- ~ 
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II. FORMAT LAPORAN RE'AUSASI ANGGIIRAN PPKD: 

:1.2 
:1.2.:1 
:1.2.:L:1 
:L2.:L2 

:L2.2 
:1.2.3 
:L3 
1.3.1 
~.2 

I 1.3.3 

:1.3.4 

1.3.5 

2 
2.1 
2.:L:1 
2.:1.2 
2.:1.3 
2.:1.4 
2.:1.5 

I? 

2.:1.7 
2.1.8 

2.2 .. 

---
3. 

' 3.:1 
3.:L:1 

"· ;,,.~. 

3.:1.4 
i 3.1,5 

3.1.6 

• • .2 , .2.1 
3....:=.2 

' '3,L,d 
'3.2.4 

3.3 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 
LAPORAN RE'ALISASI ANGGARAN PPKD 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAJ DENGAN 31 DESEMBER •••• 

>",· 

-Rupiah) •·'·?• 
e mba n 

na Bagi' nawil 

Dana Beg! .... 11 l'a)lk ---
Dana Bagi Hasl llllkan Pajak/ 
SUmber Dava Alam 
DanaAlokaslUmum 
Dana Alokasi Khusus · 

Lain-lain Penda=tan Daera'ia Sah 
Pendapatan Hlba.n · 
Datta u-arurat 
Dana Beg! Hasu.,..... dariProvins! 
dM Pamerlntah Daarah Lalnnya 
ulllna. - ualan dan Otonomi 
Kbusus 
Bantuan Keuanpn darl ProvJn&i atau 
Pemerintah Daimlh lalnnya • 

JumlahPenda tan 
Bel,anja 

·-Bolanja Tidak l..anpu= 
Belanja ~wal · 
Belan)a llllnP 
Belanja .subsJdJ 

Hibah .. s-, H 

Belanja Tidak 1erduga 
Belanja Moda, 

Jumlah Belanja 
s-K~(DEFISn 

Pem~n Daarah 
Penetfmaan Pemoia-n Oaerah .Pen=LPA -ncalran a cadanm.rt 
~1Pe Kekayaan 
Daarah yang Diplsahkan 
r-anerimaan aman Daerah 
" nKeinllall"""1berlan 
Pll1/ffl'nan 
Pener!maan nUl:ang Daarah 

Jum1ah Penerfmaan 
Pen luaran rembla~rah 

ontukan Dane dangan 
l'<myertaan Modal (lnvestosi) 

Pamerlntah Daarah ~ 
Pembayaran Pokok 
Pembeti8tl: rnr!Glman. Daeran 

.lllmlah Pengeluanm 
Pombiayean Noto· - Pemble-an Anggsmn (Slu>A) 
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· Ill. FORMAT KONSOUOASI LAPORAN REJU.ISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN 
SEMARANG 

A, KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH 
• KABUPATEN SEMARANG 

No Uralan SATKER:I. SATKER PPKD Gabungan 2 

;L Pendapatan 
2· Pendapatan Asll Daerah 
3 PendapaU>n pajak- . JOO( lOO( Xxx 
4 Pendapatan nunbusl XXX XXX Xxx 
5 . Hasil pengatolaan Kekayaan JOO< XXX Xxx 

daerah yan" dlplsahkan 
6 · Lain-lain PAu yang sah lOO( lOO( Xxx 
7 Jumlah Pendapatan Asll Daerah XXX XXX Xxx 
8 . •u•na-perimbanpn lOO( F 9 lain-la In pendapatan yang sah JOO( 

:I.O --~· JOO( JOO[ JOO( Xxx 
11. 8e!anja 
1.2 Belanja Tldak Langsung JOO[ """ XXX Xxx 
1.2.1 Belanja Pegawal · 

. 
XXX lOO( JOO( Xxx 

1.2.3 llunga JOO( Xxx 
. 12.4 :su=I """ Xxx 

1.2.5 Hlbah JOO( Xxx 
:1.2.6 Bantuan Sosial JOO( Xxx 

. 13 Belanja Langsung JOO( lOO( Xxx 
BelanJa pegawai JOO( XXX Xxx 
Belartja Barang dan Jasa XXX JOO( Xxx 
1) Hlbah barang/Jasa yang "" "" disera:hkan kepada plhak 

ketlga/mas,yarakat 
2) Bantuan soslal barang yang "" . "" "" dlserahkan kepada pihak 

ketlga/masyarakat 
3) Barang/jasa selaln hlbah dan "" "" xx 

bantuan SOSial 
BelanJa modal XXX lOOt Xxx 

14 Jumlah belanja XXX """ """ Xxx 
15 Surplus/ deflslt """ XXX """ Xxx 
ill Pemblayaan daerah 
17 Penerimaan pemblayaan XXX Xxx 
18 Pengeluaran pembi•-• XXX Xxx 
19 Pembiayaan neto XXX Xxx 
20 .S!sa leblh pemblayaan tehun """ Xxx 

bel'.kenean ( Sll.PA) 
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B. KONVE!!Sl HIBAH BARANG DAN/ATAU JP.SA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA 
BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN 
SEMARANG 

. . 
~ 

. ~··- ~ . 
' • ............ 

2 ----
Pendapatan AsU Daeratl 

3 Pmdapotan pajak h ""' Pendapatan pajak daetah """ 4 Pondapatan rettlbusl df:letah """ PendaP84'1n reiribtl&I daemh """ 5 Hasil pengelolaan kakayaan 

""' 
Haau pengelolaan -kayaan 

""' 
d3$rah !!~ilt' . " ~,nm /ani! dfpisahkan ' 6 Lal PAD~ tah ""' Lain-lain PAO ya sah """ 7 - -- """ h Pendapetan J\$11 Daerah ""' " --- """ 

.,...,_ 
""" 9 LaitMain pendapatan yanl! uh """ Lain-lain nvangsah """ 10 Jumlah pendapatun ""' ~ Jumloh-.. tan """ 11 Belanla • 

:t2 8eiGnJa ndakLangswg 

""" 
Opel'8S! """ 12.1 lle!a ., ""' BelanJaP•~~ """ 12.3 Bunga """ Belanja """ 12A ........ - ~ =a, tm Hlbah ""' JOO< 

.6 santuan~l"" - """ 
13~ "" HO>ah ""' """ ~l """ Be1anJa danJesa """ 

w 
. 

""" 1)H- ba!ffll&l)l,oa - "' -ditetahkan - pihak 
kellga/maayarekat 

2)8antuan 80Sial - JO< -yang dl$et8hktiln kapada pihak 
ketifiilv'masyarakat 

S)Bareng/JaSa MJain 1) dan 2} )Q( - """ i4 -•bet - Jumlah belanja ""' 15 

_,_ 
""" -I tlSlt """ . 

:Ill doM:lb Pemblayaan h 
17 Penerimaan pembiayaan """ Penerimaan petnbJayaan """ 
18 uar&~lbiayaan """ .. luaran pesnbiayqn """ ,.. ........ """ layunnet<> ""' 20 sis. febih ' tahun """ - - pembiayaan tahun -'betkwmaan(SILPA) ho ........ (Sit.PA) 


